
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2006 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 7 TAHUN 2005 DI KABUPATEN INDRAMAYU  

TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL  

DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI  

DISUSUN DAN DIJUKAN 

KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  

SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM TATA NEGARA 

 

 

 

OLEH: MOHAMAD ABI DIMYATI 

20103070072 

 

 

PEMBIMBING:  

PROBORINI HASTUTI, M.H. 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  

YOGYAKARTA 

2024 

  



 

ii  

ABSTRAK 

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2006 Kabupaten Indramayu 

mengatur tentang pelarangan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol dengan 

tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif alkohol. Meskipun 

terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan ini, peraturan tersebut berfokus pada 

menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman sesuai dengan nilai budaya 

lokal masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi problematika 

terkait ketidakjelasan norma kategorisasi alkohol dalam Perda Indramayu yang 

tidak dicantumkan secara rinci, padahal dalam peraturan yang lebih tinggi alkohol 

sudah dikategorikan. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-

analitis yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap implementasi kebijakan 

ini di lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, 

seperti Ketua DPRD, Satpol PP, serta masyarakat setempat. Data sekunder 

diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang- 

undangan, literatur hukum, serta sumber lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006 di 

Kabupaten Indramayu bertujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga 

ketertiban umum melalui pelarangan peredaran minuman beralkohol. Namun, 

tantangan pengawasan dan penegakan hukum masih ada, dengan pelaku usaha yang 

melanggar aturan. Sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat 

diperlukan untuk memperkuat pengawasan. Masyarakat, terutama buruh, 

mendukung peraturan ini, namun menginginkan pengawasan dan penegakan hukum 

yang lebih tegas.. Dari perspektif Maqashid Syariah, pelarangan alkohol sejalan 

dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi lima aspek kehidupan: agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Meskipun demikian, efektivitas peraturan ini sangat 

bergantung pada konsistensi penegakan hukum, dukungan masyarakat, dan evaluasi 

berkala terhadap implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi yang 

lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan 

tujuan peraturan ini tercapai dengan optimal. 

Kata Kunci : Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006, Indramayu, Maqashid 

Syariah 
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ABSTRACT 

 

Regional Regulation (PERDA) No. 15/2006 of Indramayu Regency regulates the 

prohibition of the distribution and consumption of alcoholic beverages with the aim 

of protecting the community from the negative effects of alcohol. Although there 

are pros and cons to this policy, the regulation focuses on creating a healthier and 

safer environment in accordance with the local cultural values of the community. 

This research aims to explore the problematic nature of the unclear alcohol 

categorization norms in the Indramayu local regulation, which is not specified in 

detail, even though alcohol is categorized in higher regulations. 

This research uses an empirical juridical method with a descriptive-analytical 

approach that focuses on direct observation of the implementation of this policy in 

the field. Primary data was collected through interviews with relevant parties, such 

as the Chairman of the DPRD, Satpol PP, and the local community. Secondary data 

was obtained from primary and secondary legal materials, including laws and 

regulations, legal literature, and other sources. 

The results show that Regional Regulation No. 15/2006 in Indramayu Regency 

aims to protect the public and maintain public order through the prohibition of 

alcoholic beverage distribution. However, supervision and law enforcement 

challenges still exist, with business actors violating the rules. Synergy between the 

government, law enforcement, and the community is needed to strengthen 

supervision. The community, especially laborers, support this regulation, but want 

stricter supervision and law enforcement. From a Maqashid Sharia perspective, the 

prohibition of alcohol is in line with the objectives of Islamic law in protecting the 

five aspects of life: religion, soul, mind, offspring, and property. Nonetheless, the 

effectiveness of this regulation largely depends on the consistency of law 

enforcement, community support, and periodic evaluation of the policy 

implementation. Therefore, better socialization and stricter supervision are needed 

to ensure the objectives of this regulation are optimally achieved. 

 

Keywords: Regional Regulation Number 15 Year 2006, Indramayu, Maqashid 

Syariah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 

Konversi dari huruf satu bahasa ke bahasa lain dikenal sebagai 

transliterasi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 

tahun 1987 dan No: 0543 b/U/1987, transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Secara umum, uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Baʼ B Be ب

 Taʼ T Te ت

 Ṡaʼ Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥaʼ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Khaʼ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Raʼ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭaʼ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓaʼ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ʻAin ʻ  koma terbalik di atas ع



 

x  

 Gain G Ge غ

 Faʼ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق 

 Kaf Kh Ka ك

 Lam L ʻel ل

 Mim M ʻem م

 Nun N ʻen ن

 Waw W W و 

 Haʼ H Ha ه

Hamzah  ʻ ء  Apostrof 

 Yaʼ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap (Syaddah) 

دَة    Ditulis mutaʼaddidah مُتعَدَ ِّ

دَّة    Ditulis ʼiddah عِّ

 

C. Vokal Pendek 

1. ---  ََ  --- Fatḥah Ditulis “a” 

2. ---  َِّ  --- Kasrah Ditulis “i” 

3. ---  َُ  ---  Ḍammah Ditulis “u” 

 

D. Vokal Panjang 

1 
Fatḥah + alif 

ditulis 
ā 

 Istihsān إستحسان

2 
Fatḥah + yaʼmati 

ditulis 
ā 

 Unṡa أنثى

3 
Kasrah + yāʼ mati 

ditulis 
ī 

 al-ʻĀlwānī العلوانى 

4 
Ḍammah + wāwu mati 

ditulis 
û 

 ʻUlûm علوم 
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E. Vokal Rangkap 

1 
Fatḥah + yaʼmati 

ditulis 
ai 

 Gairihim غيرهم

2 
Fatḥah + wāwu mati 

ditulis 
au 

 Qaul قول 

 

F. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata ( Dipisahkan dengan Apostrof ) 

 Ditulis  aʼantum أأنتم

 Ditulis  uʼiddat أعد ت

 Ditulis  laʼin syakartum لإن شكرتم

 

G. Kata Sandangan Alif + Lam 

a. Jika diikuti dengan huruf Syamsiyyah maka ditulis menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf el (l) nya. 

 Ditulis  ar-Risālah الرسالة 

 Ditulis  an-Nisāʼ النساء

 

b. Jika diikuti oleh huruf Qamariyyah  

 Ditulis  al-Qurān القرآن 

 Ditulis  al-Qiyās القياس 

 

H. Penulisan Kata-kata pada Kalimat 

 Ditulis  Ahl ar-Raʼyi أهل الرأي

 Ditulis  Ahl as-Sunnah أهل السن ه 



 

xii  

 

I. Penulisan Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

a. Jika Ta’ dimatikan ditulis “h” 

كْمَة    Ditulis  ḥikmah حِّ

لَّة    Ditulis  ʼillah عِّ

 

Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap 

kedalam Bahasa Indonesia. Seperti contoh zakat, shalat, dan sebagainya. 

Kecuali apabila memang dikehendaki menggunakan lafal aslinya. 

b. Jika diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua terpisah, maka Ta’ ditulis 

dengan “h” 

 كَرَامَةاُلْْوَْلِّياَءِّ 
ditulis 

Karāmah al-Auliyaāʼ 

 

c. Jika Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah 

maka dapat ditulis “t” atau “h” 

 زَكَاةُ اتفِّْطْرِّ 
ditulis 

Zākah al-Fiṭr 

 

J. Pengecualian  

Penggunaan Sistem transliterasi ini tidak berlaku untuk :  

1) Kosakata bahasa Arab yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia dan 

terdapat pada Kamus Umum Bahasa Indonesia. 

2) Judul buku yang menggunakan kata Arab namun telah dilatinkan oleh 

penerbitnya, seperti  Fiqh Jinayah. 
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3) Nama penulis menggunakan nama Arab namun berasal dari negara yang 

menggunakan huruf latin, contoh: M. Quraish Shihab. 

4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, contoh Al-

Ma'arif, dll. 
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KATA PENGANTAR 

 

 يهده   من  أعمالنا،   سيئات   ومن  أنفسنا  شرور   من  بالل ونعوذ  ونستغفره،   ونستعينه  نحمده لل  الحمد  إن

 

 محمدًا   أن   وأشهد   له،  شريك  ل    وحده  الله  إل    إله  ل    أن   أشهد  .له  هادي  فل  يضلل   ومن   له  مضل   فل   الله

 

 بعد  أما  .ورسوله  عبده
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Negara Indonesia mempunyai banyak sekali problematika yang 

berkaitan dengan sosial manusia, salah satunya terkait minuman 

beralkohol. walaupun negara indonesia bukan menganut sistem negara 

islam, tetapi warga negaranya mayoritas beragamakan islam yang 

dimana larangan terkait minuman beralkohol tetap di atur tersendiri di 

takutkan akan berdampaknya ke generasi penerus bangsa. 

Memang masalah sosial terkait minuman beralkohol sudah sangatlah 

klasik, di Indonesia sendiri peraturan tentang pelarangan minuman 

beralkohol belum ada aturan yang mengikat secara tegas, karena terkait 

peraturan pelarangan minuman beralkohol di Indonesia belum di 

sahkan dan masih menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU), akan 

tetapi di indonesia sendiri sudah ada beberapa aturan terkait minuman 

beralkohol. lebih tepatnya aturan yang mengatur berfokus pada 

pelaksanaan pengendalian pengawasan terhadap pengadaan, 

peredaran, dan penjualan minuman beralkohol1, sebagaimana 

termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 

 
1 Kemendag RI, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

DAG/PER/4/2014 (Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan 

Penjualan Minuman Beralkohol,” Permendag, Peraturan Meneteri Perdagangan Republik Indonesia, 

2019) hlm. 1–14. 
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2019 tentang perubahan keenam atas peraturan menteri perdagangan 

nomor 20/m-dag/ per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan 

terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman 

beralkohol.  Selain itu pengendalian dan pengawasan minuman 

beralkohol juga di atur pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 

Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. 

Di lingkungan masyarakat dengan mayoritas muslim di beberapa 

daerah di Indonesia seperti halnya PERDA di beberapa daerah yang 

mayoritas muslim mengatur tentang pelarangan minuman beralkohol. 

Indonesia dengan cangkupan territorial yang luas berupaya mencegah 

penyalahgunaan alkohol, yang dikonsumsi dan dipasarkan dalam skala 

besar. Salah satunya, Kabupaten Indramayu yang mengeluarkan 

kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang 

Minuman Beralkohol perihal pelarangan minuman beralkohol, dalam 

PERDA Nomor 15 Tahun 2006 di jelaskan bahwa adanya Peraturan 

Daerah (PERDA) ini untuk mengatur tentang minuman beralkohol 

yang mana di dalamnya mencakup larang memproduksi, 

mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, mengoplos, menjamu, 

menyimpan dan meminum minuman yang mengadung alkohol dalam 

wilayah Kabupaten Indramayu.2 

Walaupun PERDA ini telah diberlakukan lebih dari satu dekade, 

 
2 PERDA Kab. Indramayu No.15 Tahun 2006 Atas Perubahan PERDA No.7 Tahun 2005 

(Tentang Pelarangan Minuman Berarkohol, 2006) 
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secara implementasi PERDA ini, masih tidak berjalan secara 

maksimal. Meninjau secara penyalahgunaan alkohol di Kabupaten 

Indramayu, masih sangat banyak keberadaannya. Karena dalam 

realisasi keadaan masyarakat Indramayu masih menggunakan 

alkohol sebagai doping, dengan dalih untuk menjadi penghangat badan 

dan pemicu semangat untuk bekerja.3 

Menjawab segala realitas yang terjadi pada masyarakat tersebut, 

penulis tertarik melakukan penelitian ”EFEKTIVITAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 

TAHUN 2005 DI KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG 

PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DITINJAU DARI 

MAQASHID SYARIAH”. 

Penulis akan menininjau penelitian ini dari perspektif Maqashid 

Syariah, dimana Maqashid Syariah merupakan prinsip yang bertujuan 

untuk menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Dari perspektif maqashid syariah, 

pelarangan minuman beralkohol dapat dipandang sebagai upaya untuk 

melindungi jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql), dua dari lima hal 

pokok yang harus dijaga. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan penilaian 

 
3 Maftuhah, Nurudin, dan Sri Wulandari Implementasi Kebijakan Tentang Pelarangan 

Minuman Beralkohol (Studi Kasus Di Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu), (Jurnal 

Publika Unswagati Cirebon, Universitas Swadaya Gunung Jati. 2017). 
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terhadap peraturan daerah nomor 15 tahun 2006 di Kabupaten 

Indramayu, akan tetapi juga memberikan kontribusi terhadap 

pemahaman aturan negara serta pandangan hukum Islam mengenai 

penerapan maqashid syariah dalam kebijakan publik di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Di 

Kabupaten Indramayu Tentang Pelarangan Minuman 

Beralkohol? 

2. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 

2006 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol ditinjau dari 

maqashid Syariah? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Dari rumusan masalah yang telah di paparkan dan telah di 

jelaskan di atas, tujuan yang ingin di capai dari tulisan ini 

yaitu : 

a. Untuk menganalisis implementasi PERDA nomor 15 

tahun 2006 di Kabupaten Indramayu 

b. Mengkaji efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) nomor 15 

tahun 2006 berdasarkan tinjauan Maqashid Syariah 

2. Kegunaan Penelitian 
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Dengan tujuan yang telah di paparkan di atas, penulis 

berharap kemanfaatan atas tulisannya ini yaitu : 

a. Secara teoritik 

 

Dalam segi teoritik penulis berharap tulisan ini bisa 

berkontribusi dalam kajian hukum dari sudut pandang 

maqashid syariah terhadap penerapan hukum 

daerah/peraturan daerah (PERDA) kususnya di peraturan 

daerah (PERDA) nomor 15 tahun 2006 di kabupaten 

indramayu. 

b. Secara kegunaan praktis 

 

Adapun secara kegunaan praktis, penulis berharap 

tulisannya menjadi salah satu sumber rujukan dan masukan 

untuk pemerintah di kabupaten indramayu untuk terus 

mengawal dan mengatur lebih kusus lagi tentang peraturan 

daerah nomor 15 tahun 2006 supaya menimbulkan efek jera 

terhadap pelanggar PERDA Nomor 15 tahun 2006. 

D. Telaah Pustaka 

 

Pada tulisan ini penulis menjabarkan analisis atau gambaran besar 

pada kajian yang terdahulu baik dari skripsi dan jurnal hukum yang di 

dalamnya mencakup muatan materi yang akan di jabarkan serta di 

bahas yang kemudian akan penulis jadikan sebagai bahan 

perbandingan dalam penulisan, Adapun kajian yang terdahulu yang 

menjadi acuan penulis antara lain yaitu : 
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Pertama, skripsi oleh muh. wildan fatkhuri yang berjudul 

“Efektivitas PERDA Minuman Beralkohol Terhadap Tindak Kriminal 

Di Kabupaten Kulon Progo” (studi atas PERDA Nomor 01 Tahun 2007 

Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan 

Minuman Memabukkan Lainnya)4, yang mendapatkan hasil penelitian 

skripsi ini membahas tentang realisasi PERDA yang dapat 

meminimalisir dan mengontrol pengedaran minuman beralkohol di 

masyarakat yang belum maksimal karena belum ada efek jera bagi para 

penjual dan pengepul minuman keras dikarenakan adanya 

tanggungan dari pihak produsen kepada penjual atau pengepul jika 

tertangkap operasi penegakan ketertiban yang dilakukan kepolisian 

ataupun pemerintah daerah. 

Oleh karenanya, terlihatlah bahwa timbul perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang lebih 

siginifikan ke penormaan katagorisasi minuman beralkohol dan 

perbedaan letak geografis. 

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Lutpa Ridwan yang berjudul 

penggunaan cukai minuman beralkohol menurut hukum islam5, yang 

mendapat hasil penelitian regulasi cukai minuman beralkohol yang 

 
4 Muh. Wildan Fatkhuri “efektivitas perda minuman beralkohol terhadap tindak kriminal 

di kabupaten kulon progo” (studi atas perda no. 01 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan 

minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

5 Lutpa Ridwan “penggunaan cukai minuman beralkohol menurut hukum islam. IAIN 

Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 
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berkembang, lebih mengatur pada pengendalian dan pengawasan 

terhadap barang kena cukai bagi para pelaku, bukan pada pelarangan. 

2) hasil pungutan cukai minuman beralkohol diatur dalam apbn yang 

digunakan untuk pembangunan negara yang difokuskan pada 

kesejahteraan dan pembangunan. 3) hukum islam mengenai cukai yang 

dikenakan pada barang yang diharamkan (minuman beralkohol), 

karena barang tersebut diproduksi untuk dijual. hal tersebut termasuk 

dalam pemakan hasil penjualannya/pemakan harganya, sehingga 

dilarang/diharamkan. meskipun cukai digunakan untuk kemaslahatan 

umum. namun, cukai itu sendiri dan tujuan penggunaannya, 

dihalalkan. 

Oleh karenanya, dari penelitian yang dilakukan peneliti terdapat 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek katagorisasi 

minuman beralkohol dengan penggunaan cukai pada minuman 

beralkohol.  

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh M. Khalil Qibran yang berjudul 

Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman 

Beralkohol oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi 

Kasus Tahun 2009-2012)”6, Skripsi ini membahas tentang penyebab 

anak meminum minuman beralkohol sehingga terjadinya 

 
6 M. Khalil Qibran “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman 

Beralkohol oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat (Studi Kasus Tahun 2009-2012). 

Universitas Hasanuddin Makassar 
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penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Anak-anak 

dan upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk 

menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang 

dilakukan oleh anak di Kab. Mamuju Sulawesi Barat. 

Oleh karenanya, perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya 

adalah sejauh mana efektivitas dan bagaimana penegakan hukumnya 

setelah adanya PERDA tersebut pada peredaran minuman beralkohol 

di gografis yang berbeda. 

E. Kerangka Teori 

Teori merupakan salah satu kerangka logika berfikir atau menalar 

untuk mewujudkan sebuah konsep yang terstruktur dan sistematis. 

1. Teori efektivitas hukum 

Hans Kelsen tentang efektivitas hukum, 

dibicarakan pula tentang Validitas hukum atau norma-

norma yang mengikat. Secara praktek validitas hukum 

harus berbuat sesuai dengan yang diwajibkan oleh norma-

norma hukum, bahwa para penganut hukum harus 

mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Maka 

dengan itu hukum berarti bahwa setiap orang benar-benar 

berbuat sesuai dengan norma-norma, bahwa norma-norma 

itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.7 

 
7 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009) hlm. 12. 
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Tujuan hukum diadakan adalah untuk tercipta dan 

tersebarnya kedamaian, dengan mewujudkan kepastian 

dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum 

menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang 

berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah 

tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. 

Hal ini menyebebkan bahwa hokum harus diketahui dengan 

pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum 

tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk 

peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa 

mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku 

secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-

tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur 

kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap 

warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah 

yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk 

dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak 

dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-

batas yang layak.8 

2. Teori Maqashid Syari’ah 

 

Teori Maqashid al-Syari‘ah berasal dari kata 

 
8 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di 

Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 40. 
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majmuk atau idlafi yang terdiri dari dua kata yaitu 

Maqashid dan al-Syari‘ah. Secara etimologi, Maqashid 

adalah bentuk jamak (plural) dari kata maqshid yang 

terbentuk dari huruf qaf, shad, dan dal kata tersebut berarti 

kesengajaan atau tujuan. Sedangkan, kata al-syari’ah 

secara etimologi berasal dari kata syara’a yasyra’u syar’an 

yang berarti membuat shari’at atau undang-undang, 

menerangkan, dan menyatakan. Dikatakan syara’a lahum 

syar’an berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka 

atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau 

batas-batas. Sedangkan syari’ah secara terminologi ada 

beberapa pendapat : 

a. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa 

syari’ah adalah canon law of Islam, yaitu 

keseluruhan perintah Allah yang berupa nash-nash.9 

b. Mahmud Syalthûth memberikan uraian tentang 

makna syarî’ah, bahwa syarî’ah adalah hukum-

hukum dan tata aturan yang dishari’atkan oleh 

Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani 

manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, 

dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh 

 
9 Asaf A.A. Fyzee, The Outlines of Muhammadan Law, Idarah-I Adabiyat-I, (Delhi, 

1981) hlm. 19-20 
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kehidupan.10 

Sejalan dengan ungkapan Izz ibn ‘Abd alSalam di atas, 

As’ad Abdul Ghani dalam kitabnya yang berjudul Al-Istidlâl 

‘ind al-Ushuliyyîn juga menyebutkan: 

 فهو   مفسدة  دفع   أو  مصلحة  جيلب  ما  فكل   املفسدة  ودرأ  املصاحل   جلب   على  قائمة   اإلسالمية   الشريعة 

 حبال   عنها  خيرج  ال  املصاحل   ابب  من
 

 

“Syari’at Islam tegak atas dasar menarik kemaslahatan dan 

menolak kemafsadatan, maka setiap sesuatu yang membawa 

kepada kemaslahatan atau menolak kemafsadatan itulah inti 

dari kemaslahatan, tidak lebih dari itu”.11 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian ialah salah cara atau panduan yang digunakan 

untuk penelitian agar berjalan sesuai dengan terstruktur, sistematis dan 

konsisten. Dengan menggunakan metode penelitian maka penelitian yang 

dihasilkan akan baik dan sesuai yang di inginkan. Menurut Sugiyono 

metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

 
10 Mahmud Syalthûth, Islâm : ‘Aqîdah Wa Syarî’ah, Dâr al-Qalam, (Kairo, 1966, 2002) 

hlm. 12. 

11 As’ad Abd al-Ghani al-Saiyid Al-Kafrawi, Al-Istidlal ‘ind Al-Ushuliyyin (Dar al-Salam 

li al- Thaba’ah wa al- Nasyr wa al-Tauzi’, n.d.). Hal. 503 
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penelitian, analisis data bersifat kualitatif, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.12 

Penelitian kualitatif memiliki tiga ciri di lapangan yaitu penelitian 

dari awal sampai akhir bersifat tetap, sehingga akan mengalami kesamaan 

judul laporan penelitian. Mengembangkan masalah yang sudah ditemukan 

sebelumnya. Dan masalah akan berbeda pada saat berada di lapangan 

karena telah terkonfirmasi dengan realita yang telah ditemukan.13 

Adapun penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis metode penelitian yang akan di gunakan oleh 

penulis adalah yuridis empiris (Field Research) yaitu 

penelitian menggunakan pengamatan langsung kepada 

objek yang akan diteliti. Penelitian ini juga didukung 

dengan kajian dari beberapa tulisan, literature, dan sumber- 

sumber lain, dan kemudian data-data tersebut ditelaah dan 

di kaji demi mendapatkan informasi yang relevan sesuai 

dengan keadaan implementasi peraturan daerah Indramayu 

tentang pelarangan minuman beralkohol. 

2. Sifat Penelitian 

 

Sifat dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif-

 
12 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Alfabeta, 2020) 

hlm.16. 

13 Nurwulandari, T., & Darwin, F. Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep dan Aplikasi. 

(Penerbit XYZ 2020) 
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analisis yang mana penelitian yang akan digunakan dengan 

cara melihat fakta fakta yang berada di lapangan dan di 

kumpulkan menjadi sebuah data-data, kemudian data-data 

tersebut disusun untuk memberikan gambaran mengenai 

fakta yang ada di lapangan. 

3. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis 

merupakan pendekatan yuridis-empiris. Dimana 

Pendekatan ini merupakan sebuah penelitian atas 

pemberlakuan atau implementasi yang berlaku di 

masyarakat sesuai dengan hukum yang sedang diterapkan.  

4. Sumber Data 

 

Sumber data di dalam penelitian ini akan 

menggunakan bahan hukum primer, skunder, dan tersier. 

a. Data Primer 

 

Data primer merupakan data yang memiliki otoritas 

paling utama. Data primer yang digunakan adalah 

wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, 

pamong praja atau di sebut juga Satpol PP, dan masyarakat 

Indramayu, sumber-sumber yang terkait di dalam 

observasi, dan meninjau serta mengamati langsung yang 

ada di lapangan. 

b. Data Sekunder 
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1) Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum 

yang sifatnya autoritatif artinya hukum 

tersebut mempunyai otoritas, dan bahan 

hukum primer itu terdiri dari peraturan 

perundang- undangan yang diurut 

berdasarkan hierarki.14 Adapun penelitian 

ini menggunakan bahan hukum primer 

peraturan pemerintah. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

di dalamnya terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh 

para ahli hukum yang berpengaruh dalam 

bidangnya, jurnal-jurnal hukum, pendapat para 

sarjana hukum, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, 

dan hasil simposium mutakhir yang 

berkaitan dengan topik penelitian ini.15 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Observasi 

 

Melakukan pengamatan untuk memperoleh 

 
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141. 

15 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: 

Bayumedia, 2008), hlm. 295. 
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data dengan cara mengamati hal hal secara langsung 

di lapangan, menganalisis dan menulis hasil 

penelitian sebagai catatan untuk mengetahui 

kondisi yang berada di lapangan secara obyektif. 

b. Wawancara 

 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data 

dengan melakukan tanya jawab kepada pihak 

terkait seperti dari pemerintah daerah maupun 

masyarakat terkait yang mengetahyi fakta lapangan 

yang sudah diatur dalam peraturan daerah. 

c. Dokumentasi 

 

Teknik pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi ialah berupa pengumpulan foto, video 

atau file dokumen yang di gunakan untuk 

menunjang penelitian dari lokasi penelitian 

d. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian 

oleh penulis adalah beberapa wilayah atau beberapa 

kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu 

Provinsi Jawa Barat. 

6. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan Melihat serta memilih data 
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yang sudah di dapat untuk mendapatkan kesimpulan. 

Metode analisis dalam penelitian ini berupa metode 

kualitatif, yaitu metode dengan cara analisis data serta 

mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat. 

G. Sistematika Pembahasan 

 

Sistematika padaPembahasan penelitian ini yaitu merupakan 

gambaran-gambaran pembahasan dari setiap babnya yang akan diuraikan 

secara terstruktur, adapun pembahasan yang akan diuraikan ialah sebagai 

berikut : 

1. Bab yang pertama, akan diawali dengan pendahuluan yang mana 

di dalamnya berisikan : latar belakang yang menjelaskan alasan-

alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan serta 

kegunaan penelitian ini, telaah pustaka berisi yang mana di 

dalamnya mengenai penulisan-penulisan terdahulu yang masih 

berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori, yang di dalamnya 

berisi landasan pemikiran yang akan dilakukan, metodologi 

penelitian menjelaskan bentuk penelitian yang akan digunakan dan 

terakhir sistematika pembahasan yang berisikan penjelasan 

pembahasan yang ada di setiap babnya skripsi. 

2. Bab yang Kedua, membahasan landasan teori penelitian ini yaitu 

berupa teori efektivitas hukum dan teori maqashid Syariah 

3. Bab yang Ketiga, membahas mengenai implementasi dan 
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efektivitas pada Peraturan Daerah Kab. Indramayu nomor 15 tahun 

2006 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2005 di 

kabupaten indramayu tentang pelarangan minuman beralkohol ditinjau 

dari maqashid syariah 

4. Bab yang Keempat, akan menganalisis mengenai implementasi dan 

efektivitas pada Peraturan Daerah Kab. Indramayu nomor 15 tahun 

2006 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2005 

di kabupaten indramayu tentang pelarangan minuman beralkohol 

ditinjau dari teori efektivitas dan teori maqashid syariah 

5. Bab yang Kelima, dimana bab ini merupakan bab terakhir yang 

akan memuat berupa kesimpulan dari rumusan masalah dan apa 

saja saran serta solusi untuk pengembangan pada penelitian ini. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, kita dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2006 tentang pelarangan 

peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu 

bertujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban 

umum. Namun, tantangan muncul dalam pengawasan dan 

penegakan hukum, di mana masih ada pelanggaran oleh 

pelaku usaha. Ketua DPRD menekankan pentingnya 

sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat 

untuk memperkuat pengawasan. Masyarakat, khususnya 

buruh, mendukung peraturan ini, namun menginginkan 

pengawasan lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas. 

Untuk mencapai tujuan PERDA, perlu adanya peningkatan 

pengawasan, koordinasi, dan keterbukaan terhadap 

masukan masyarakat agar kebijakan ini dapat diterapkan 

dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal. 

2. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

pelarangan minuman beralkohol, ditinjau dari perspektif 

Maqashid Syariah, menunjukkan bahwa peraturan ini 
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sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi lima 

aspek penting kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta. Meskipun peraturan ini memiliki potensi untuk 

mengurangi dampak negatif alkohol, efektivitasnya 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kejelasan norma, 

penegakan hukum yang konsisten, serta dukungan masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan peraturan ini, diperlukan sosialisasi yang 

lebih baik, pengawasan yang ketat, dan evaluasi berkala. 

Tantangan budaya lokal dan ketidakjelasan norma perlu diatasi 

agar peraturan ini dapat diterapkan secara maksimal dan 

memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. 

B. SARAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis 

menyarankan perlu adanya penyesuaian PERDA Kembali kusunya 

dalam mengkatagorisasikan minuman beralkohol supaya tidak ada 

lagi kesalahan pemahaman di kalangan masyarakat. Selain itu 

perlu adanya dukungan dari kepala daerah untuk lebih 

memperhatikan dalam penegakannya yaitu dengan memperkuat 

pengawasan oleh penegak hukum seperti Satpol PP terhadap 

tempat tempat yang masih memperjualbelikan minuman 

beralkohol, serta kerjasama mensosialisasikan lebih masif kepada 

kalangan masyarakat dengan melibatkan banyak elemen 

(Pemerintah Daerah, Satpol PP, lembaga sosial dan kesehatan) 

terkait pemasalahan minuman beralkohol di kabupaten indramayu 
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yang sudah di atur dalam PERDA dengan tidak hanya melakukan 

pengamanan tapi juga mencari solusi secara pendekatan yang 

humanis. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Al-Qur’an/Ulum al-Qur’an/Tafsir 

 

Al-Qur’an Departemen Agama RI, ( Jakarta: Mahkota: 1990) 

Peraturan Perundang-Undangan 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Pasal 

3 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman 

Beralkohol. 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 25 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 
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